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HUBUNGAN HUKUM INSTITUSI PENYIDIK
(POLRI, JAKSA, KPK) DALAM
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Oleh: Juhairiah, SH, MM, MH"

Abstrak

Tindak pidana korupsi yang terus menggurita di negeri ini, hakekatnya merupakan salah satu tindak
pidana yang dikatagorikan sebagai frans national crimes. Sejak Indoncsia merdeka, telah banyak
peraturan perundangan vang diberlakukan guna memberantas korupsi., Hingga akhimya, setelah
memasuki era reformasi tahun 1998, diberlakukan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971
Tentang Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi yang terus menggurita di negeri ini,
hakckatnya merupakan salah satu tindak pidana yang dikatagorikan sebagai trans national crimes.
Scjak Indonesia merdeka, telah banyak peraturan perundangan yang diberlakukan guna membe-
rantas korupsi. Bahwa tindak pidana korupsi dikatagorikan pula sebagai “extra ordinary crime” atau
kejahatan luar biasa, yang kemudian melahirkan pula institusi yang discbut Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi yang dikenal sebagai KPK yang dasar hukumnya adalzsh Undang-undang
Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KI'K). Berdasarkan
undang-undang tersebut KPK diberi kewenangan melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap
pelaka tindak pidana korupsi. Pasca keberadaan KPK, penguatan pemberantasan tindak pidana
korupsi diimplementasikan melalui konsep perundang-undangan antara lain melalw kewenangan
hubungan hukum antar penyidik Polri. Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Ko-
rupsi (KPK).

Kata Kunci : Institusi Penyidik

Abstract

Corruption that continwes menggurita in this cowntry, is essentially one of crime that are
categorized as trans-national crimes. Since Indonesia’s independence, have many laws enacted fo
combat corruption. Until finally. afier entering the reform era in 1998, enacted Law No. 31 of 1999
on Corruption Eradication which replaces Law No. 3 of 1971 Abour Corruption. Corruption that
continues menggurita in this country, is essentially one of crime that ave caregorized as frans-
national crimes. Since Indonesia's independence, have many laws enacted 1o combat corruption.
That corruption is also categorized as an "extraordinary crime” exceptional, which gave birth to
the institution also called the Corruption Eradication Commission, known as the Commission on
the legal basis is Act No. 20 of 2002 on Corruption Eradication Commission (KPK). Based on these
laws the Commission was given the authority to conduct the investigation and prosecution of
perpetrators of corruption. Post-existence of KPK, strengthening corruption eradication is
implemented through the concept of legislation, among others, through the authority of the legal
relationship between police investigators, attorneys and the Corruption Eradication Commission
(KPK).

Keyword : Investigators institution
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I. Pendahuluan

Manusia hidup bermasyarakat, berbang-
sa dan bernegara pada dasamya terikat pada
sistem yang dianut oleh negaranya. Indonesia
merupakan negara yang berdasarkan atas hu-
kum (rechtstaat). Maka manusia berkewajiban
mematuhi hukum yang berlaku.’

Hukum berisi nilai-nilai dan asas-asas
yang dapat dipahami dari aspirasi hukum yang
optimal serta merupakan kemauan masyarakat.
Dari kajian para ahli, Hukum memiliki bebe-
rapa bidang yang diantaranya yakni hukum p-
idana.

Hukum pidana adalah semua dasar-dasar
dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu
negara dalam menyelenggarakan keterti-
ban hukum (rechis-orde) vaitu dengan
melarang apa yang bertentangan dengan
hukum dan mengenakan suafu nestapa
kepada yang mclanggar larangan-lara-
ngan tersebut.”

Selanjutnya perbuatan melanggar terse-
but yang kemudian dikenal sebagai perbuatan
pidana, dan untuk itu pula atas perbuatannya
harus dilakukan tindakan hukum bagi pelaku-
nya.

Dalam hukum pidana, berkaitan dengan

tindak pidana korupsi tindakan hukum

proses pidana yang akan dilakukan yakni
berkaitan dengan hukum formil atau le-
bih dikenal dengan hukum acara pidana,

di Indonesia yang berlaku adalah Un-

dang-undang No.8 Tahun 198! Tentang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pi-

dana, yang disingkat KUHAP.”

Tindak pidana korupsi yang terus meng-
gurita di negeri ini, hakekatnya merupakan sa-
lah satu tindak pidana yang dikatagorikan se-
bagai trans national crimes. Sejak Indonesia
merdeka, telah banyak peraturan perundangan
vang diberlakukan guna memberantas korupsi.

! Bambang Pomomo, Asas-asas Hukum Pidana, Jakar-
ta: Ghalia Indonesia, 1996, hal. 14

* Moclyatno, Asas-ases Hukum Pidana, Jakarta : Rineka
Cipta, 2002, hal. 8

¥ Aswanto Haditomo, Tindakan Hukim Terhadap Pela-
ku Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Dara Wacana Press,
2008, hal. 59
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Hingga akhirnya, setelah memasuki era refor-
masi tahun 1998, diberlakukan Undang-un-
dang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembe-
rantasan Tindak Pidana Korupsi yang meng-
gantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun
1971 Tentang Tindak Pidana Korupsi.'
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999,
mensiratkan kebenaran bahwa tindak pidana
korupsi dikatagorikan pula sebagai “extra or-
dinary crime” alau kejahatan luar biasa, yang
kemudian melahirkan pula institusi yang dise-
but Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Ko-
rupsi vang dikenal sebagai KPK yang dasar
hukumnya adalah Undang-undang Nomor 20
Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (KPK). Berdasarkan
undang-undang tersebut KPK dibeni kewena-
ngan melakukan penyidikan dan penuntutan
terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
Selanjutnya untuk proses hukum tindak
pidana korupsi disebutkan dalam pasal 26 Un-
dang-undang No.31 Tahun 1999, vang dinva-
takan :
“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksa-
an di sidang pengadilan terhadap tindak
pidana korupsi dilakukan berdasarkan
berdasarkan hukum acara pidana yang
berlaku, kecuali ditentukan lain dalam
Undang-undang ini,"

Berpangkal dari bunyi pasal 26 tersebut
dapat dijelaskan bahwa hukum acara yang ber-
laku terhadap tindak pidana korupsi secara
umum diatur dalam KUHAP, kecuali Undang-
undang tindak pidana korupsi menentukan lain
atau dengan perkataan lain Undang-undang
nndak pidana korupsi mengatumya secara
khusus.

Seccara ringkas dapat disebutkan pada
umumnya proses vang ditempuh bila terjadi
tundak pidana korupsi antaranya proses penyi-
dikan.

Menurut Pasal | butir 2 KUHAP menye-
butkan :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan
penyidik dalam hal dan menurut cara yang di-
atur dalam Undang-undang ini untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti

* Moclyono Adiputra. Tindak Pidena Korupsi di Indo-
nesia, Jakarta: Pamator Press, 2013, hal. 64
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i membuat terang tindak pidana vang terjadi

dan guna menemukan tersangkanya.”
Bila mengacu kepada KUHAP, tindakan
penyidikan terhadap tindak pidana ko-
rupsi dilakukan oleh pejabat Polisi Ne-
gara Republik Indonesia (pasal 6 ayat (1)
KUHAP). Namun dalam kcadaan khusus
ftertentu, dimana tindak pidana korupsi
terscbut pembuktiannya sulit maka tin-
dakan penyidikan dapat dilakukan de-
ngan membentuk tim gabungan dibawah
kordinasi Jaksa Agung (pasal 27 Un-
dang-undang No.31 Tahun 1999).°

Selanjutnya menurut pasal 25 Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999, dinvatakan
bahwa :

“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksa-

an di sidang pengadilan  dalam perkara

tindak pidana korupsi didahulukan dari
perkara lain guna penyelesaian secepat-
nya."”

Maksudnya, apabila terdapat dua perkara
atau lebih maka perkara tindak pidana korupsi
vang didahulukan. Sekiranya pula ada perkara
vang ¢leh Undang-undang ditentukan untuk
didahulukan, maka mengenal penentuan prio-
ritas perkara tersebut diserahkan kepada insu-
tusi vang memiliki kewenangan dalam sctiap
tahapan proses tindakan hukum.

Tahap penyvidikan pada dasamya meru-
pakan tahap awal dalam proses sistem
peradilan tindak pidana (crime justice
swstem), Penyidik memiliki kewenangan
mengungkap tentang suatu dugaan tin-
dak pidana dengan mengumpulkan bukti
yang terkait dengan tindak pidana yang
bersangkutan dan untuk menemukan ter-
sangkanya."

Berdasarkan pasal 7 KUHAP, penyidik
memiliki kewenangan melakukan tindakan hu-
kum sejak dari proses penyelidikan, penangka-
pan (pasal 16 dst KUHAP), penahanan (pasal
20 KUHAP), penggeledahan (pasal 32 KU-
HAP), penyitaan (pasal 38 KUHAP), pemerik-

" Deno Kamelus, Tindak Pidana Khsus di indonesia,
Surabaya: Dharma Press, 2009, hal. 15
“ 1hid, hal. 21

Fabaiciah

saan sural (pasal 47 KUHAP) memintakan ke-
terangan hingga membuat berita acara (pasal
75 KUHAP) untuk dilimpahkan ke penuntut
umum.

II. Permasalahan

Terkait penyidikan sebagai wujud tinda-
kan hukum terhadap pelaku tindak pidana ko-
rupst yang pencegakan hukumnya diatur berda-
sarkan KUHAP, maka permasalahannya ba-
gaimana hubungan hukum institust penyidik
(Polri, Jaksa, dan KPK) dalam penyidikan tn-
dak pidana korupsi 7

Il.Kewenangan Institusi Penyvidik Dalam
Tindak Pidana Korupsi

A. Penyidik Institusi Polri

Kewenangannya Penyidik Polri vang di-
atur berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun
2002 tentang Kepolisian MNegara Republik In-
donesia dan Undang-Undang No. ¥ Tahun
1981 tentang KUHAP, tindakan penyidik Polri
dapat berupa kewenangan pemanggilan, pe-
nangkapan, penahanan, penggeledahan, penyi-
taan, pemeriksaan dan pembuatan Berita Acara
Pemeriksaan (BAP) serta penverahan berkas
perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. Hal ini
merupakan wujud rapgkaian tindakan hukum
dalam kerangka pencgakan hukum terhadap
pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan
pidana (criminal justice system),

Mewujudkan sikap penegak hukum yang
tegas, jujur dan konsisten terhadap kehendak
perintah hukum dan penegakan hukum bagi
penyidik Polr, diperlukan komitmen moral
yang kuat, agar sebagai pencgak hukum memi-
liki kemampuan sikap tindak tersebut, sehing-
ga dalam penegakan hukum udak terjadi kera-
guan mengambil tindakan yang diyakini kebe-
narannya berdasarkan hukum. Untuk melaksa-
nakan tugas tersebut, penyidik Polri diberi ke-
wenangan yang bersifat personal, sebagaimana
discbutkan dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 7 Ayat (1)
butir j dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2002 temang Kepolisian Negara Republik In-
donesia Pasal 16 ayvat (1) butir 1 dan Pasal 18,
yang memberi kewenangan “dapat mengambil
tindakan lain™, dengan “syarat-syarat tertentu”™
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dan hal tersebut identik dengan istilah diskresi
kepolisian.

Penyidik Polri dalam melaksanakan tu-
gasnya diwajibkan berpikir secara logis, kare-
na semua tindakan kepolisian yang dilakukan
dalam rangka proses penyidikan tindak pidana
didasarkan kepada peraturan perundang-unda-
ngan yang berlaku. Tanggungjawab Penyidik
Polri sebagaimana dijelaskan di atas mendasari
tanggungjawab institusi Polri sebagaimana di-
atur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2002 tentang Kepolisian Negara Pasal 13 dise-
butkan :

“Tugas pokok Kepolisian Negara Re-
publik Indonesia adalah :

a. Memelihara keamanan dan ketertiban
masyarakat.

b. Menegakkan hukum dan

c. Memherikan perlindungan, pengayo-
man dan pclayanan kepada masyara-
kat".

Dari ketiga pokok tugas Polri tersebut,
penyidik Polri melaksanakan legalitas kewena-
ngannya. Tertangkapnya scorang tersangka pe-
laku yang diduga melakukan tindak pidana,
dan diproses hukum berdasarkan tahapan yang
ditentukan KUHAP, merupakan kewajiban pe-
nvidik untuk melaksanakan peranannya scba-
gai penegak hukum dan memerangi kejahatan.

Tugas penyidik Polri dalam rangka “me-
negakkan hukum” dasar moral normatifnya
bagi penyidik Polri adalah “keadilan hukum™.
Hal ini. karena tertulis pada bagian kiri atas
setiap berita acara yang dibuat oleh Penyidik
Polri dengan tulisan “Pro Justitisia™. Pro Jus-
tisia merupakan format dalam melakukan tin-
dakan kepolisian terhadap pelaku tindak pida-
na, sejak dari awal proses Penyidikan hingga
pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
Penyidik Polri, berkewajiban pula bertindak
hukum tidak diskriminatif (asas eguality be-
fore the law). dan adil sesuai keinginan hukum
yang bukan saja diekspresikan dalam wujud
perundang-undangan formal, namun juga da-
lam sikap perilaku penyidik sepanjang proses
penyidikan. Hal tersebut dituntut juga dalam
pelaksanaan diskresi kepolisian yang belaka-
ngan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat
berkaitan dengan perwujudan rasa keadilan.
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Pemikiran yang mendukung legitimasi institusi
Polri termasuk didalamnya kewenangan penyi-
dik Polri, nampak sangat jelas dalam aplikasi
pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang bertujuan untuk menjamin ter-
tib dan tegaknya hukum serta terbinanya ke-
tentraman masyarakat guna mewujudkan kea-
manan dan ketertiban masyarakat dalam rang-
ka terpeliharanya keamanan dalam negen dan
tercapainya tujuan nasional dengan menjun-
jung tinggi HAM yang berkeadilan.

Penyidik menurut Pasal 1 angka | KU-
HAP adalah pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia atau pejabat pegawai negeri tertentu
yang diberi wewenang khusus oleh Undang-
undang untuk melakukan penyidikan. Sedang-
kan menurut pasal 1 angka 2 KUHAP yang di-
maksud dengan penyidikan adalah serangkaian
tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara
yang diatur dalam Undang-undang ini untuk
mencari serta mengumpulkan bukii yang de-
ngan bukti itlu membuat terang tentang tindak
pidana yang terjadi dan guna menemukan ter-
sangkanya.

Dalam KUHAP, penyidik mempunyai
fungsi atau tugas untuk melakukan penyidikan.
Dalam rangkaian dari tugas penyidik tersebut,
penyidik diberikan wewenang untuk mengada-
kan penyidikan atas pengaduan scseorang atau
masyarakat yang telah menganggap atau men-
duga telah terjadi suatu tindak pidana di suatu
tempat tertentu di wilayah wewenangnya.

Pada hakekatnya dalam KUHAP yang

berwenang melakukan penyidikan, ada-

lah pejabat Polisi karena menurut sistem
yang dianut oleh KUHAP dalam hal pe-
nyidikan dilakukan oleh pejabat pegawai
negeri sipil yang diberi wewenang khu-
sus, penyidik dari Kepolisian masih
mempunyai wewenang mengadakan pe-
ngawasan dan koordinasi bahkan mem-
beri bantuan petunjuk yang diperiukan.

Maka dapatlah dikatakan pejabat Kepoli-

sian merupakan penyidik tunggal atau

penyidik utama dalam setiap perkara pi-
dana, termasuk kejahatan atau tindak pi-
dana korupsi.’

7 Erna Sarworini, Tindakan Hukum Penyvidikan Terha-
dap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Surabaya:
Dharma Press, 2005, hal. 73
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Rangkaian tindak penyidikan itu dalam
garis besamya dapat dibagi sebagai berikut :

a. Mencari serta mengumpulkan bukti.

b. Dengan barang bukti diharapkan da-
pat membantu terang tindak pidana
yang terjadi.

¢. Tujuan guna menemukan tersangka-
nya (pasal 1 angka 2 KUHAP),*

Peranan penyidik dalam hal im berkaitan
dengan kewajiban dan tugasnya yvang menda-
patkan peranan sebagai subjek pandang agar
terlaksananya tujuan yang dicita-citakan oleh
pembentuk Undang-undang. Dengan demikian
dalam hal ini peranan tersebut meliputi pera-
nan yang diberikan kepadanya setelah diberla-
kukannya Undang-undang Nomor § Tahun
1981, untuk bertindak sehubungan dengan tu-
cas dan kewajibannya di dalam mengambil ba-
gian untuk memproses perkara pidana dari se-
menjak seseorang vang disangka melakukan
suatu tindak perkara.

Peranan penyidik menurut KUHAP, di
samping melakukan penyidikan juga dapat
melakukan penyelidikan, penangkapan, pena-
hanan, penggeledahan, penvitaan dan pemerik-
saan tersangka dan para saksi.

1. Penyidikan dan Penyelidikan

Bahwa penyidikan tindak pidana pada
hakekatnya merupakan suatu upayva penegakan
hukum yang bersifat pembatasan/pencgakan
hak-hak warga negara dalam usaha untuk me-
mulihkan terganggunya keseimbangan antard
kepentingan individu dan Kepentingan umum
guna terpeliharanya keamanan dan ketertiban
masyarakat,

Bahwa di dalam melaksanakan fungsi
penyidikan, penyidik Polri berkewajiban mem-
perhatikan asas-asas yang terdapat dalam hu-
kum pidana yang menyangkut hak-hak warga
negara antara lain ;

a. Praduga tak bersalab (presumption of

innocence).

b. Persamaan di muka hukum (egualiry

before the law).

¢. Hak pemberian bantuan penaschat

hukum.

" Budi Riswanda, Tindak Pidana Khusus (Kajian Sosio-
logis), Jukuriu: Duta Primt, 2009, hal. 104

Suhairial

d. Peradilan harus cepat, sederhana,
biaya ringan, serta jujur.

e. Penangkapan. penahanan. penggele-
dahan, dan penyitaan hanya dilaku-
kan berdasarkan perintah tertulis olch
pejabat vang diben wewenang olch
Undang-undang,”

2. Penangkapan

Penangkapan menurl Pasal | angka 20
KUHAP, adalah suatu tindakan penyidik beru-
pa pengekangan sementara waktu kebebasan
tersangka atau lerdakwa apabila cukup bukti
guna kepentingan penyidikan atau penuntutan
dan atau pengadilan dalam hal serta menurut
cara yang diatur dalam Undang-undang.

Penangkapan dalam KUHAP diatur da-
lam pasal 16 sampai dengan Pasal 19 KUHAP.

Pasal 16 KUHAP, ayat (1) Untuk kepen-
tingan penyelidik atas perintah penyidik yang
berwenang melakukan penangkapan, ayat (2)
untuk kepentmgan penyelidikan, penyidikan,
penyidik dan penvidik pembantu berwenang
melakukan penangkapan.

Pasal 17 KUHAP, “Perintah penangka-
pan dilakukan terhadap scscorang yang diduga
keras mclakukan tindak pidana berdasarkan
bukti penmulaan yang cukup™,

3. Penahanan

Apabila penyvidik memandang perlu pe-
nahanan tersangka karena telah mempunyai
bukti permulaan vang kuuat, bahwa tersangka
telah melakukan tindak pidana tertentu yang
karena sifat tindakan itu, penvidik pantas un-
tuk memernntzhkan penahanan.

Menunit ketentuan pasal | angka 20
KUHAP, penahanan adalah penempatan ter-
sangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh
penyidik arau penuntut umum atau hakim de-
ngan penetapannyva, dalam hal ini serta menu-
rut cara vang diatur oleh Undang-undang ini,
berdasarkan pasal 20 KUHAP, maka yang ber-
wenang melakukan penahanan itu adalah :

a. Penyidik atau penyidik pembantu atas
perintah  penyidik guna kepentingan
lanjutan.

b. Penuntut wumum, guna Kepentingan pe-

¥ Ibid, hal. 129
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nuntutan berwenang melakukan pena-
hanan lanjutan.

¢. Hakim untuk kepentingan pemeriksaan
di Pengadilan berwenang melakukan
penahanan dengan penctapan.

Dari ketentuan pasal 18 ayat (2) dan pa-
sal 21ayat (2) KUHAP, dapat diketahui bahwa
cara melakukan penahanan bagi penyidikan
ada terdapat dua macam, yaitu penahanan de-
ngan surat perintah dan tanpa surat perintah.

Penahanan tanpa surat perintah penyidik
dapat dilakukan dalam hal orang yang
melakukan tindak pidana dalam keadaan
tertangkap tangan. Penangkapan dengan
surat perintah penyidik adalah terhadap
tersangka yang diduga berat dengan me-
menuhi syarat, yaitu cukup bukti permu-
laan yang kuat dan cukup dengan alasan
adanya kekhawatiran pada tersangka
akan melarikan diri, merusak atau meng-
hilangkan barang bukti dan diduga akan
mengulangi lagi tindak pidana. "

Hukum diciptakan untuk menserasikan
antara kedua kepentingan pokok, yaitu antara
kepentingan kemerdekaan bagi warga negara-
nya secara pribadi dengan kepentingan masya-
rakat demi ketertiban pergaulan hidupnya.

Dalam rangka penyerasian kedua kepen-
tingan tersebut, titik tolak keseimbangannya
harus sesuai dengan kenyataan, bahwa proses
pidana dimulai saat adanya persangkaan terha-
dap seseorang. Justru demi kescrasian itu pula
KUHAP telah memberi landasan hukum terha-
dap adanya penahanan.

Dalam hal penahanan, KUHAP menggo-
longkan adanya tiga jenis penahanan scbagai-
mana dinyatakan dalam pasal 22 ayat (1), yak-
ni

4. Penahanan di rumah tahanan negara,
b. Penahanan rumah.
¢. Penahanan kota,

Jenis penahanan yang diatur oleh pasal
22 ayat (1) KUHAP tersebut merupakan suatu
hal yang baru dalam hukum Acara Pidana kita,
karena tentang penahanan di Indonesia sebe-
lumnya hanya dilaksanakan di tempat penaha-
nan yang tersedia di Kantor Kejaksanaan Ne-

1 jrwan Sitompul, Hukum Acara Pidana Pidana di In-
donesia, Jakarte; Imermasa. 2007, hal. 68
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geri dan di Lembaga Permasyarakatan jarang
sekali penahanan sementara itu dilakukan di
tempat lain, kecuali di masa lampau dengan
apa yang disebut “penahanan sementara”.

4. Penggeledahan

KUHAP membedakan penggeledahan
badan dan penggeledahan rumah. Yang dimak-
sud dengan penggeledahan badan merupakan
tindakan penyidik untuk mengadakan pemerik-
saan badan dan atau pakaian tersangka untuk
mencari benda yang diduga keras ada pada ba-
dannya atau di bawanya serta untuk disita. Se-
dangkan penggeledahan rumah merupakan
tempat tertutup lainnya untuk melakukan tin-
dakan pemecriksaan dan atau penyitaan dan
atau penangkapan dalam hal dan menurut cara
yang diatur dalam KUHAP, 2

Oleh karena pentingnya penggcledahan
itu dalam usaha untuk menemukan bukti-bukti,
maka dapat dimengerti kalau para penyidik
perkara pidana dalam usahanya mencari bukti-
bukti sering memasuki kediaman atau tempat
tinggal seseorang tanpa izin terlebih dahulu,
dalam keadaannya yang sangat perlu dan men-
desak.

5. Pemeriksaan Tersangka dan Para Saksi

Secara garis besamya pemeriksaan itu
dapat kita bagi menjadi dua, yaitu |

a. Pemeriksaan pendahuluan.

b. Pemeriksaan Pengadilan.

Selanjutnya, dalam memperjelas hak ter-
sangka menurut pasal 50 KUHAP diuraikan
hal-hal sebagai berikut :

a. Tersangka berhak segera mendapat pe-
meriksaan oleh penyidik dan selanjut-
nya dapat diajukan kepada Penuntut U-
N,

b. Tersangka berhak perkaranya segera
diajukan ke Pengadilan oleh Penuntut
Umum.

¢. Terdakwa berhak segera diadili oleh
Pengadilan.

B. Penyidik Institusi Kejaksaan
Dalam KUHAP hiasanya yang dimaksud
sebagai penyidik adalah institusi Polri. Se-

" Rahayu Natalia, Prinsip Penerapan KUHAP, Yogya-
karta: Jakal Press, 2011, hal. 59
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dangkan Kejaksaan merupakan institusi Pe-

muntut Umum.
Namun dalam hal tindakan hukum yang
berkaitan dengan proses hukum terhadap
tindak pidana Korupsi pada tahap penyi-
dikan, berdasarkan pasal 39 Undang-un-
dang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
bahwa; Jaksa Agung mengkoordinasikan
dan mengendalikan penyelidikan, penyi-
dikan dan penuntutan tindak pidana ko-
rupsi yang dilakukan bersama-sama olch
orang vang tunduk pada Peradilan U-
mum dan Peradilan Militer. Dalam pen-
jelasan pasal ini, peranan Jaksa dikaitkan
dengan Undang-undang kcjaksaan yang
berlaku."*

Dengan dikeluarkannya Undang-undang
Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Re-
publik Indonesia berdasarkan pasal 30 ayat (n
Dibidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas
dan wewenang, butir d. melakukan penyidikan
rerhadap tindak pidana tertentu berdasarkan
undang-undang,

Dalam penjelasan pasal ini, terkait de-
ngan tindak pidana Korupsi maupun Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Komi-
<i Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(KPK) maka kewcwenang Jaksa melakukan
tugas koordinasi sebagai mana pula yang di-
atur dalam pasal 33 Undang-undang Nomor 16
Tahun 2004. Artinya, hubungan kerja sama
tersebut dilakukan melalui koordinasi honson-
tal dan vertikal secara berkala dan berkesinam-
bungan dengan tetap menghormat fungsi. -
gas dan wewenang masing-masing, sebagal
upaya untuk memperlancar upaya pencgakan
hukum sesuai dengan asas cepat, scderhana
dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak
memihak dalam penyclesaian perkara.

C. Penyidik Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (KPK)

Berlakunya Undang-undang Nomor 30

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

' Hamdani 1skak, Dinamika Penegakan Hubkum Tindak
Pidana Korupsi, Bandung: Pajajaran Press, 2011 hal.38
" Andini Rivani. Tindakan dan Upaya Hukum Kejuha-
st Korupsi. Jakara: Wacana Media Press, 2013, hal 83

Juhairiiuh

Tindak Pidana Korupsi (KPK) terkail pembe-
rantasan tindak pidana korupsi, secara kelem-
bagaan KPK melengkapi kemauan masyarakat
agar negara memiliki political will yang kuat
melakukan tndakan dan upaya hukum, Menu-
rut pasal 3, Komisi Pemberaniasan Korupsi
adalah lembaga negara yang dalam melaksana-
kan tugas dan wewenangnya bersifat inden-
penden dan bebas dari pengaruh kekuasaan
manapurn

Menurut pasal 7 Undang-undang Nomor
30 Tahun 2002, discbutkan, dalam melaksana-
kan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud
dalam pasal 6 huruf atau, Komsi Pemberanta-
san Korupsi berwenang :

a. mengkoordinasikan penyelidikan. pe-
nyidikan, dan penuntutan tindak pidana
korupsi ;

b. menctapkan sistem pelaporan  dalam
kegiatan pemberantasan tindak pidana
karupsi;

c. meminda informasi tenlang kegiatan
pemberantasan tindak pidana korupsi
kepada instansi yang terkait:

d. melaksanakan dengar pendapat  atau
pertemuan dengan instansi yang berwe-
nang melakukan penberaniasan tindak
pidana korupsi; dan

e. meniinta laporan instans: terkait me-
ngenai pencegahan tindak pidana ko-
rupsi

Keberadaan KPK yang memiliki tugas
penyidikan, vang secara khusus dalam hal tin-
dakan hukum terhadap tindak pidana korupsi,
dimungkinkan akan memmbulkan implikasi
kewenangan sccars institusional dengan tugas
Polri vang juga melakukan kewenangan pe-
nyidikan dalam undak pidana korupsi, meski-
pun dalam hal ini Undang-undang Nomor 30
Tahun 2002 tersebut memerintahkan aspek ko-
ordinasi maupun supervisi.

Sclanjutnya, menurul Pasal 8,

(1) Dalam melaksanakan tugas supervisi
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6
hurut b, Komisi Pemberantasan Korup-
si berwenang melakukan pengawasan,
penclitian atse penelaahan terhadap
instansi yang menjalankan tugas dan
wewenangnya yang berkailan dengan
pemberantasan tindak pidana korupsi,
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dan instansi yang dalam melaksanakan
peclayanan publik.

(2) Dalam melaksanakan wewenang scba-
gaimana dimaksud pada ayat (1), Ko-
misi Pemberantasan Korupsi berwe-
nang juga mengambil alih penyidikan
atau penuntutan terhadap pelaku tindak
pidana korupsi yang sedang dilakukan
oleh kepolisian atan kejaksaan.

(3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi mengambil alih penyidikan atau
penuntun, kepolisian atan kejaksaan
wajib menyerahkan tersangka dan selu-
ruh berkas perkara bescrta alat bukti
dan dokumen lain vang diperlukan pa-
ling lama 14 (empat belas) hari kerja,
terhitung sejak tanggal diterimanya
permintaan Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi.

{4) Penycrahan sebagaimana dimaksud pa-
da avat (1) dilakukan dengan membuat
dan menandatanganm berita acara pe-
nyerahan pada saat penyerahan tersebut
beralih kepada Komisi Pemberantasan
Korupsi.

Kemudian kewenangan KPK lebih lanjut,
dapat melakukan pengambilalihan perkara atau
kasus tindak pidana korupsi .

Menurut pasal 9: Pengambil alihan pe-
nyidikan dan penuntutan scbagaimana dimak-
sud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi dengan alasan :

1. Laporan masyarakat mengenal tindak
pidana korupsi tidak ditindak lanjuti;

2. Proses penanganan tindak pidana ko-
rupsi sccara berlatut-larut atau tertun-
da-tunda tanpa alasan yang dapat diper-
tanggung jawabkan;

3. Penanganan tindak pidana korupsi di-
tujukan untuk melindungi pelaku tin-
dak pidana korupsi yang sesungguh-
nya;

4. Penanganan tindak pidana korupsi me-
ngandung unsur korupsi;

5. Hambatan penanganan tindak pidana
korupsi karena campur tangan dari ek-
sekutif, yudikatif, atau legeslatif; atau

6. Keadaan lain yang menurut pertimba-
ngan kepolisian atau kejaksaan, pena-
nganan tindak pidana korupsi sulit di-
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laksanakan secara baik dan dapat diper-
tanggung jawabkan.

Pengambil alihan terscbut secara prose-
dur disebutkan dalam Pasal 10; bahwa, Dalam
hal terdapat alasan scbagaimana dimaksud da-
lam Pasal 9, Komisi Pemberantasan Kormpsi
memberitahukan kepada penyidik atau penun-
tut umum untuk mengambil alih tindak pidana
korupsi yang sedang ditangani.

Secara leknis, proscdur proses penyidi-
kan yang dilakukan KPK harus scsuai keten-
tuan vang diatur KUHAP.

Menurut Pasal 39;

(1) Penyelidikan, penyidikan, dan penun-
tutan tindak pidana korupsi di-lakukan
berdasarkan hukum acara pidana vang
berlaku dan berdasarkan Undang-un-
dang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Un-
dang-undang Nomeor 20 Tahun 2001
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam
Undang-undang ini.

(2) Penyelidikan, penyidikan, dan penun-
tutan sebagaimana dirmaksud pada ayat
(1) berdasarkan perintah dan bertindak
untuk dan atas nama Komisi Pembe-
rantasan Korupsi.

(3) Penyelidik, penyidik, dan penuntut
umum yvang menjadi pegawai pada Ko-
misi Pemberantasan Korupsi, diberhen-
tikan sementara dari instansi kepolisian
dan kcjaksaan selama menjadi pegawai
pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam rangka pemberantasan lindak pi-
dana korupsi KPK dapat melakukan kerjasama
dengan institusi lainnya.

Berdasarkan pasal 41 Undang-undang
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diu-
bah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun
2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat
melaksanakan kerjasama dalam penyelidikan,
penyidikan, dan penuntutan tindak pidana ko-
rupsi dengan lembaga penegak hukum negara
lain sesuai dengan peraturan perundang-unda-
ngan vang berlaku atau berdasarkan perjanjian
internasional vang telah diikuti oleh Pemerin-
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tah Republik Indonesia.

Selanjutnya menurut Pasal 42; Komisi
Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoor-
dinasikan dan mengendalikan penyelidikan, pe-
nvidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi
vang dilakukan bersam-sama oleh orang yang
wnduk pada peradilan militer dan peradilan
umum.
Selanjutnya hubungan hukum antar insti-
st antara penyidik Polri. penyidik Kejaksaan
dan KPK, menurut Pasal 50 dijelaskan sebagai
berikut;

(1) Dalam hal suatu tindak pidana korupsi
terjadi dan Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi belum melakukan penyidikan, se-
dangkan perkara oleh kepolisian atau
kejaksaan, instansi terschbut  wajib
memberitahukan kepada Komisi Pem-
berantasan Korupsi paling lambat 14
(empat belas) hari kerja terhitung scjak
tanggal dimulainya penyidikan.

(2) Penyidikan yang dilakukan oleh kepo-
listan atau kejaksaan schagal mana di-
maksud pada ayat (1) wajib dilakukan
koordinasi secara terus menerus de-
ngan Komisi Pemberantasan Korupsi.

(3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi sudab mulai melakukan penyidi-
kan scbagaimana dimaksud pada ayat
(1), kepolisian atau kejaksaan tidak
berwenang lagi melakukan penyidikan.

(4) Dalam penyidikan dilakukan sccara
bersamaan oleh kepolisian dan/atau
kejaksaan dan Komisi Pemberantasan
Korupsi. penyidikan vang dilakukan
oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut
segera dihentikan.

1V. Penutup

Mencermati pokok-pokok uraian seba-
gaimana tersirat dalam pasal-pasal maupun
penjelasan Undang-undang Nomor 2 Tahun
2002 Tentang Kepolisian Negara, Undang-un-
dang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejak-
saan. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (KPK), tugas koordinasi penyidikan
dalam perkara korupsi sejauh tidak menggang-

Juhairiak

gu kewenangan penyidik sebagai diatur dalam
KIUTHAP, hal tersebut justru menjadi hal vang
dintamakan dalam rangka legitimasi hukum
hubungan antar institusi penyidik tersebult.
Bahkan peranan KPK sendiri dalam hal pem-
berantasan Korupsi dapal memerankan sckali-
gus kewenangan penuntut umum. Sehingga se-
cara hukum pula dimungkinkan menimbulkan
konflik kewenangan, dimana masing-masing
institusi berdasarkan masing-masing undang-
undang yang masih berlaku, memberikan oto-
ritas penyidikan.

Secara keseluruhan hubungan hukum an-
tar institust penyidik dalam penyidikan tindak
pidana korupsi telah demikian jelas. Artinya,
pembatasan-pembatasan kewenangan telah di-
atur KLUHAP serta Undang-undang terkail tin-
dak pidana Kompsi. Termasuk ketika suatu
tindak pidana korupsi dapat ditangani oleh pe-
nyidik KPK. acuannya sudah cukup jelas legi-
timasinya serta hubungan hukumnya, ketika
harus melibatkan penyidik Polri maupun pe-
nvidik Keciaksaan.

Scbhagai saran, maka guna menghindari
kemungkinan adanya konflik institusi scsama
penyidik. maka. bila masing-masing institusi
dalam melakukan tindakan hukum penvidikan
terhadap pelaku tindak pidana korupsi landa-
san hukum yang paling pokok vakm KUHAP,
serta Undang-undang Tindak Pidana Korapsi,
dengan memperhatikan asas-asas hukum bah-
wa undang-undang yang bersifat khusus dapat
mengenvampimgkan undang-undang vang ber-
sifat umum. Dan dengan demikian proses hu-
kum penerapan hukum ndak akan tergangeu
dengan adanya interpretasi yang salah.,

Uniuk it pula maka diperlukan adanya
keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan dan
seluruh institusi lerkant dalam  pelaksanaan
proses hukum penyidikan. Adanya keterpadu-
an dan kebersamaan dalam wsaha-usaha pem-
berantasan tindak pidana korupsi sangatlah
penting. Artinya dengan keterpaduan dan ke-
bersamaan tersebut paling tidak, peluang mau-
pun kesempatan bagi para koruptor untuk me-
loloskan dirinya dari peraturan hukum makin
sempit,
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